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LAMPIRAN - LAMPIRAN

¢ Pertanyvaan untuk Kantor Kelurahan Dadapsari Semarang Utara

Dibagi menjadi berapa tanah yang termasuk dalam wilayah Kelurahan

Dadapsari?
©  Bagaimana prosedur pendaftaran tanah karena pewarisan  yang
bersertifikat melalui Kelurahan?

Bagaimanakah prosedur pendaflaran tanah karcna pewarisan yang

tidak bersertifikat melalui Kelurahan?
- Bagaimana pefsyaratan yang harus dipenuhi dalam prosedur

pendaftaran tanah karena pewarisan 7
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r Pertanyaan untuk Kantor Notaris dan PPAT
Sagamang prosedur pendafiaran tanah karena pewarisan dalam tanah 7
Dibagi menjadi berapa proscs pendafiaran tanah karena pewarisan dalam
pribumi 7
Apakah dalam pelaksanaan pendaftaran tanah karena pewarisan harus
~elului notaris dan PPAT terlebih dahulu?
Svarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi dalam pengurusan proses
pendafiaran Hak Atas Tanzh karena pewarisan?
Berapakah biaya vang dikelurkan untuk mendaftarkan peralihan hak milik

a1as tanah karena pewarisan melalu notais dan PPAT.

a Biaya peralihan R s
b Biava blanko pencatatan karcna pewarisan o R e s
¢ Biaya pencatatan peralihan karena pewarisan )43 R
d_ Biaya blanko dan pengukuran B, .omsorins

e. Biaya pembuatan akta pendaftaran hak milik atas tanah
karena pewarisan dalam notaris dan PPAT -4 .

{ Biaya materai Ry lesaibn
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. Duftar pertanyaan uniuk Badan Pertanahan Nasional

Berapakah batas waktu pendaftaran peralihan hak mihk atas tanah karena

pewansan?

Rapaimanakah prosedur pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena

pewarisan?

Berapakah biaya yang dikeluarkan untuk mendafiarkan peralihan hak milik

atas tanah karena pewarisan?!

H

b,

L)

1

-

L+

fiaya peraliban 73 ¢ P
Biava blanko pencatatan peralihan karena pewarisan Rp. ..o
Biaya pencatatan peralihan karcna pewarisan B e, .
Biava blanko dan pengukuran Ty e g s
Biaya materal ) R
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